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Abstrak
Upaya pengemba[gan perbankan s.yariah di Indonesia sebenamya bukar harya
konsekuensi )uddis llu Perbankan alan tru BI saja. akan letapi nrerupalan bagian ] ar8
tidat terpis"fik n dari upalr penlehatan sistcm perbankan nasional Jang benujuan
menilgkatkan dala tahan perkoromian nasional. Tujuan rmdang-uddang le$€bul adalal)
mendukurg terivujudnl a sislen perbankan st ariah. yang selain patuh lerhadap piinsip
syariah. juga dapat memberilian jasa keuangan secara eflsien dan b€rhati-hali. Namun
delnikian, mengenai urgensi peryaturan pertantan I'ariai datarn undang-undang r"ng
pcrlu dililul bukan hanl? da.i aspek keurngan. tetapijuga imple entasi a$Ilr tersebut
dalam memenDlx rasa keadilan aspek q:ariah dan hulum posilif.
Ditiniau dari sisi {? riatr sebagai serargkai:u nonrm agama r''ang bersifar impcralifbagi
pelllclukn)a. meriajibkan umatnya lr:ltuk melaksanakan seluruh ajaranrya secarn
mcn)clurul\ integral dar komprchensi{. maka pclalsanaatuE harus tercermin dalanr
scgala aspcl kchidupan tennasuk dalam aspek pembangunan ekononi. dan industri
perbankan. Scdanglen ditinlau dari aspel huhrtn positit tcrkaii dengan implementasj
. 
pasal 29 UUD I 9,15 kc dalan kehidupan p€rekonomian bangsa. negara berkepentingan
memberikan dasar huklm bagr sctiap aktrvilas ckonomi yang sesuar dengar rasa keadilan
dan keFtinan mat€ral(at.
Kata Kunci: pcrbankan syariah
I. PENDAHULT]AN
Eksistensi bank syariah di lndonesia secara faktual terus menguat, baik dari
segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya terutama sejak diberlakukan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 992 tentaDg Perbankan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (LrU Perbankan). Eksistensibank
syariah bahkan semakin diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 (LILI Bl) yang memungkinkan diterapkannya kebijalian moneter
berdasarkan prinsip-prinsip syariah
Upaya pengembangan perbankan svariah di lndonesia sebenanya bukan
hanyamerupakan konsekuensiyuridis UU Perbankan dan LILI BI saja, akan terapi
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad upaya penyehatan sistem perbankan
nasional yang bertujuan meningkatkan daya talun perekonomian asional.
Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tuj uan pengembangan perbanka!
yang berdaxukan prinsip syariah (lslam), yaitu:
l. Memenuhi kebutubanFsapatant<an Uagi nuryarafat yang tidak dapat menedma
konsep bunga;
2. -terciptanya dual bankit4 sistem di lndonesia yang mengakomodasikan baik
perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan
kompetisi yang s€hat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;
3. Mengumngi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesi4
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi
spekulasi atau tidak produltifkarena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha
yang berlandaskannilai-nilai moral.
Kdsis ekonomi yang terjadi s€jak akhir 1997 menunjukkan bahwa bank yang
beropemsi dengan prinsip syadah relatifdapat bertahan dan memiliki kinerja lebih
baik di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat sqku buga yang tinggi. Ifal ini minimal
tedihat pada angka l{PFs (Non Performing Fituihcings) lang lebih rendah dibanding
sistem konvensional, tidak adalya negative lprea4 dan konsistensinya dalam
menjalankannugsi intumediasi.
Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariahyarg
melarang bunga (riba). transaksi yang b€rsifal ridsk Eansparao Gialrt), dan
spekulatif (zaysir). UU Perbankan (1998) dan UU BI merjadi era baru bagi
perbankan syariah di Indonesia Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hinya sanr
bark umum syariah dan 78 Bank Perkrditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun
1998, menjadi 3 bank umum syariah, l8 Unit Usaha Syariah dan 88 BPRS pada
akhir tahun 2004 denganjumlab jaringan kantor (retrrorD sebanyak ,143 kantor
yang teNebar di 20 povinsi. Namun demikiaq konnibusinf tsh.@!d Ferbankan
nasional masih sangat kecil, yaitu sebesar Rp. I 5,3 tiliun ( I ,3 %) meskipun aset
perbankan s]"dah mencapai nta-raapgtunbufian lebih dari 80 % per tahun pada
periode 1 998-2004. D€mikian pula yang tedadi pada dana pihak ketiga pa<ia khir
tahun 2004 telah mencapai Rp. I I ,6 triliun ( I ,2 7") dan penyaluran dana sebesar
Rp.l 1,5 tiliun ( I,7 o/d. Dengan clemikian selama sepuluh tahun b€rkiprall total pangsa
pasar bank maupun institusi syariah baru mampu mencapai sekitar I % dari pangsa
pasar nasional. Sementan Malaysia yang sudah beroperasi 20 tahun pangsa pasamya
mencapai 6,9 70. Artiny4 dalam I 0 tahun telah berbasil membukukan pangsa pasar
3.45 Vo at^\i 27.6kali,lebih besar dari Indonesia-
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Sebagai suatu industd baru, temyata adanya fru Perbankan dal1 fru BI saja
tidak cukup untuk mempercepat perkembangan barrk syaiah di Indonesia, meski
dari Undang-undang PerbanlGn tersebut telah lahir ketentuan pelaksamarutya berupa
Keputusan Direksi Bank lndonesia atau Periituran Bark Indonesia (PBI).
Selain mengatur bonk syariah, kedua urdang-undang tersebut menj adi landasan
hukum bagi perbanlan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau
dual banking system,yaitr-r penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang
berjalan secara pamlel. Keberadaan dua sistem perbalkan yang berkembang secara
paralel dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas atu sana lain akan
menciptakan diversifikasi risiko keuangan sccara beragam, yang akhimya dapat
mengumngi problem risiko sistemik pada saat erjadi krisis keuangan. Artinya
pcngen'rbangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan
nasional.
Namun disisi lain, dalam operasionalnya, dapat membawa konsekuensi
terjadinya benturan hukum yang disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara
ketentuan huku,'n yang berlal:u bagi bark konvension-al dengan bark syariah. Kegiahn
bisnispelbankan syariah di luar aspek syariah mcncakup berbagai aspekhukum
termasuk hukiul perbankan, hukum perusahaan dan hukum daga,rg. Karena hukun
yaag diberlakukan tersebut bersifat umum, mala pada bagian-bagian teftentu al€n
terdapat pemasalahan yang tidak terhindarkan lantaran adanya kontradiksi antara
hukum positifyang berlaku denga-n prinsip-prinsip syaiah dalam operasional bank
syariah, dan dengan dernikian akanj uga mempenganrhi ubungan antara bank syariah
dengan asabalmya-
Perkembangan bank syariah suatu negara n1emang sangat tergantung pada
dukungan peraturan penmdang-undangan y g mengatur perbankan syariah sehingga
dapat menciptakan iklim yang kondusifbagi perkembalgan perbankan syari:rh itu.
Dalam hal ini Sudin Haron (2001) berpendapat bahwa "1slanic banks have to
conform to t n-o types of law, Syariah law and positiye 1a.--." Hukum positif adalah
yang dibuat oleh oloritas kewenangan atau pemerintah dari suatu negara. Di negara-
negara musiim, bank s,variah dilaksaiakan da.lam berbagai tingkatani dengat ketentuan
yang terbatas atau non eksis (sepedi di Algeria dan Maroko), berdampingan dengan
sistem bank konvensional (sepefiidi Mesir dan negara-negara Teluk / GCC), atau
yang dilaksanaktur secara menyeluuh nenurut prinsip syarial (seperti Pakistan dan
f€n).
Berbeda dengan peraturEn perundang-undangan di negarl-negal:L non muslim,
pe.aturan penudang-undangan di Indonesia sebagaimana penj elasan di atas cukup
kondusifterhadap pmlcik perbarkan dergan prirsip syaial karena konfigrn€si politik
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yang demokratis dan produk hukum yang responsif terhadap perkembangan
perbankan syariah. Namun pelaksanaan dual banking systez akhir-akhir ini mulai
banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan, baik Faktisi, akademisi maupun
masyarat<at penggunajasa perbankan syariah- Undarg-undang yaDg ada dinilai betum
cukup mendorong perc€patan perkembengn pe6ankan syariah dan oleh karcna itu
ada keinginao agar perbankan syariah diatu lebih rinci daripada ahrEn-aturan )"I|g
s€lama ini ada pada perbankan yang disadari baru mengalur sebagian kecil pe6arkan
syariah, meskipun tetap dalam koordinasi satu otoritas, yaitu Bank lodonesia.
II. PERMASALAHAN
Berdasa*an fenomena di alas, maka permasalahan yang dapst dikemukakan
dalam hal ini adalah bagainana relevansi UU Perbankan dan tru Bl s€rta peratunn
pelaksanaanrya dalam mengatur pertonkan slariah menunrt kondisi kekinian Qokal
dan global), dan apakah perlu pengaturan perbankan syariah secara lebih terinci dan
nundid.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
l. Terpenuhinya prinsip s'€dah dalam operasional perbarkan Tersusururya norma-
norma kegiatan usaha perbaakan syariah yang seragam (standarisasi) dan tidak
lerdAat pengaturdn yang konFadikifdalam bbnrnsistern hukttrn rEsionat nlalpur
global yang mencakup antara lain norma penghimpunan dana pen,"luran dana
penabitan produk danjas4 lembagalembaga y ng te*ai! dan pengaturan hutam
terkait lainnya. Selain itujuga dapat mewujudkan mekanisme kerjayang efisien
bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan baik instrumen
maupur badan terkait.
2. Ditempkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah.
Terwujudnya kerangka pengatumn dan pengawasan perbankan syariah yang
berbasis kepada pengendalian risiko dan pengelolaan yang berhati-hali serta
didukurg oleh $unber dala manusia yang memiliki kompetensi dan integritas ]"ng
ting$
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitifdan efisien, Tenrujudnya
peftenkan syariah yang memiliki dala saing dan efisiersi yang tinggi dalam upaya
memenfi kebutuhan dan kemanfaatan yang sebesarbesarnya b gi masyarakal.
Daya saing dan efisiensi yang dicapai baik dalam standar nasional maupun
interEsional.
4. Terciptanya stabilitas lembaga keuangan dan mernberikan kernadaatan bagi
masyarakat luas. Balk syadah dapat berperan seria dalam mewujudkan sistem
keuaigan yang stabil, memenuhi kebutuhan layananjasa perbankan syariah
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masyarakat di seluuh Indonesia dengan menawarkan j asa perbankan syariah yang
terbuka bagi seluruh golongar masyaral€t baik muslim maupun on-muslim.
III. METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada
permasalahar yarg akan dibahas maka dalam penulisan i i diperlukan metode tertentu.
Adapun metode penelitian yang pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah
Pendekatan Yuridis Normatif yaitu p€ndekatan dengan cam menelaah kaidah-kaida}
atau nonna-norma, turan-atuan yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibalas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam
pemnran Penmdang-undangarL teori{eori, dan literatur yang erat hubungannya dengan
permasalahan yang akan dibahas.
IV. PEMBAHASAN
Perlu dianati realitas pcnerapan huLum dalam perangkat fEmturan perundang-
undangan yang berlaku dengan mengkaitkannya dengar prinsip perbarlkar syaridr.
Sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankar ,
kegiatan usaha bank pada dasamya dimulai dari ketentuan pendirian bank (entrt
regTl4/iol6) yaitu perryaiatan perizinan dari segi entitas hukurq pcmililq dai pengurus
&ornisaris dan direksi).
Selanjutnya ketentuan operasional yang dibagi dalam tigakegiatan utama
perbarkan pada umumnya yaitu sisi penghimpunan d:rrr4 sisi penyaluran dan4 dzur
sisi penyediaan pelayananj asa pe$ankan. Kegiatal usaha pada ketiga aspek utama
tersebut pada dasamya dilalsanakan berdasarkan Undang-undang Perbarlan dan
Undang-undarg Bank Indonesia. Pada tahapan trar*rksi )'eDg terkait dengan perikatan
antara bank dengan nasabah, perikatan dilakukan atas dasar hukum pcrjanjian
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang tlukun Perdata (KUH Perdata),
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan hukum perdata positifyang
IaiD:nya-
Aspek yang teBkhir adalah pengaturan pencabutan ij in usaha dan likuidasi
bank dengan memperhatikan kedudukan bank sebagai badan hukum dan
pertanggungjawaban kegialan usaha terhadap para pihak yang berkepentingan
(stak holders).Dileinpihal" perkembangan bank syariah telah memunculkan kaidah-
kaidah atau prinsip pengatumn baru dalan aspek kegiatan usaha bark yaag diadopsi
dai hukum Islam yarg benumber dari Al Qw'an dan Hadist yangjuga harus konsisten
dan harmonis mengahr aspek pendirian, kegiatan usah4 sarnpai dengan pencabutan
ij in usaha dan likuidasi.
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Hukum syariah dalam kegiatan usaha ba* yang telah dipraktekan seperti
prirsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), prinsipjual-beli ( Mtabahafu
Salam, Istishna), sewa atau sewa-beli @arah dan ljarah Mutrtahya Bitanlik)
dan prirsip prinsip syariah lairmya- Aspek lainrya adalah manajemen bank lang terdiri
dari pemilik dan pengruus keGrkaitan atau duhmgan kelembagaan yang te*ait dengan
peradilan, arbitrase, dan lembaga p€ngawas yadah.
l. PendirianBank(EntryRegulations\
Permohonan pendirian bank syariah ditak*an melalui tahapan izin prinsip
dan izin usaha yang diterbitkan oleh otoritas perbankan (Bank lndonesia). Hal-hal
yang penting untuk diamati dalam aspek hukum pendirian bank adalah aspek
kepemilikan dan kepengurusan.
Te*ait dengan kepemilikan maka ketentuan UU Perbankan Pasal 22
menyatakan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negam Indonesia
dan atau badan hukum Indonesiq atau warga negara lndonesia dan atau badan hukum
lodorcsia dengan warga negaia asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
Pasal 23 menyatakan bahwa Bank Perkrcditan R kyat hanya dapal didirikan dan
dimiliki oleh \rarga negara Indonesi4 badan hukum Indonesialang seluruh perniliknla
warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara
ketiganya.
Dalam pdnsip Sleriahmaka bank syaiah harus dikaid<an dengan Islarn sebagai
suatu sistem hidup (wry oflife) di n,ananansia adalah khalifah di muka bumi. Islan
memandang bahua bumi dengan segala isirya merupakan amanal Allah kepada sang
klulifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteman bersama. Dalam sumt
Al Maaidah ayat 48 dinyatakan bahwa ". . . Untuk tiap-tiap umat di antara kamu,
Kami berikan aturan danjalan yang terang. . ". Dengan demikan Syariah ini bukan
saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga unive$al.
Komprehensifberarti syariah mencakup sehmrh aspek ehidupan baik ibadah
maupun muamalah, sedangkan universal dapat diterapkan dalam setiap waktu dan
tempat sanpai hari akhir nanti. Memperhatikan aspek komprehensifdan universal
tersebut maka syariah sebenarnya tidak menganut asas pembatasan kepemil ikan
sehingga kepemilikan bank perlaeditan ralqat (BPR) Syariah sebaiknyajuga dibuka
untuk badan hukum asing sepanj ang mendorong atau memberikan kontribusi yang
besar bagi kemakmumn dan kemaslalEtan wnat.
DalarnpraLreknyaBPRSyariahmemilikiperananlangbesardalampembia;raan
usaha kecil namun banyak yang terkendala dengan modal yang terbatas. Dengan
dibukanya peluang bagi badan asing untuk dapat memiliki BPR Syariah dengan asas
kemitraan dengan pemilik nasional maka diharapkan kendala pemodalan akan teralasi,
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Badan hukum asingjuga akan membawa telarologi dan manajemen yang relatiflebih
maju sehingga kan meningkark n kualitas manajemen BPR Syariah.
2. Kegirtan Usaha
Sebagaimam lazimnya lembaga bank atau lembaga intermediasi keuanga.o,
kegiatan usalu bank syariah pada dasamyamelipnti 4 (empat) kegiatan pokok )aitu
kegiatan penghimpunn dana dari masyarakat, kegiatan penyaluran dana kepada
masyarakat, penawaran goduk dan pelalananjasa keuangan, sertapelgelolaan usa]a
(Danajemen i tem).
a. Penghimpun&n Dana Masyarakrt
Penghimpurun dana masyarakat Hasa*an ketentuan Pasa.l 6butir a tru
P€rbankandiatursebagaiberikut menghimpundamdari masyarakatdalamb€ntuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabrmgan, dadatau
benok lainnya yang dipersamakan dengan itr Selanjutny4 Masarkan ketenttran
Pasal 6 butir c menyatakan bahwa bentuk penghimpunan dana selain giro, tabungan
dan deposito dapat dilakukan dalam bentuk menerbitkan surat pengakuan hutang.
Penghimpumn daru sebagaimaita diientukan Pasal 6 UU Perbankan ten€but
diterapkan untuk bank umum konvensional maupun bank umum syaiah. Istilah
simpanan @asal 6 butn a) mencakup giro, tabungaq dan deposito kaena pengatua
subtansi adalah daia 'ang disimpal dan bank wajib mengembalikan dana seutrlmya
temasuk kewajiban btlflga- Da.latn konteks priDsip syadab simpa)ar dapat diterapkan
pada prinsip gto at^ttabrmgn wadiah, sedartgkan untuk tabungan atau deposito
mudharabah lebih tepat disebut dengan istilah i$lestasi, karcna mudharubah
merupakan hubungan keiasama investasi bukan simpanan.
Demikian pula dengan kelentuan bahwa bank dapat menerbitkan surat
pengakuan hutang (Pasal 6 hdr c), dalam konteks kegiatan bank wnurn konvension l,
bal ini merupakan kegiatan yang lazim dilakukan, namun dalam kegiatan syarid
menghimpun dana dengan caia mene6itkan surat pengakuar hutang, karena sifatnya
pengakuan hutang bukan suatu investasi, maka p€ngaturan untuk bank syariah arus
t"66 610"1e"a. laSi, ]aitu apakah bank syadah diperbolehkan memberikan imbalan
kepada pemilik dana
b. Penyaluratr Datra Masyarakat
Mengenai penghimpurEn dana rnas}arakal, UU Pert'ankan mengatur bahwa
usaha bank umurn memberikan krcdit (Pasal 6 butir b), membdi surat-slrat bedErga
dan Sedfikat Bank Indonesia (SBI) @asal 6 butir d), menempatkan dana pada bark
lain (Pasal 6 butir f), melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat beftarga yang tidak t€rcatat di buna eftk @asal 6 butirj )
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dan menyediakan pernbiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip sy'arialq
sesuai ketentuan Bank Indonesia Casal 6 butir m).
Kegiatan penyaluran dam lainnya adalah melakukan kegiatan valuta asiry
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia @asal 7 butir a),
melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan tain dibidang
keuangan seperti sewa guna usah 
 
moda.l ver{ura, perusahaan efek" asuransi, serta
lembaga kliring penyelesaian dan penlmpanan dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir b), melakukan kegiatan penyeltraan
modal sementam untuk mengatasi kegagalan krcdit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah dengan syamt harus menarik kembali penyertaanny4
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 7 butir c).
Dikaitkan dengan prinsip syariah maka penyaluran kedit (Pasal 6 butn b)
dalam pengertian penyaluran dana dengan menarik imbalan bunga tidak
diperbolehkan Demikian pula mernbeli sumt-sulat bedurga dan SBI serta penempatan
dana pada bank lain (Pasal 6 butir d dan f) perlu dicermati dengan pengaturan yang
j elas bahwa pembelian swat berharga dan SBI serta menempatkan dana pada bank
lain tenebut hanu sesuai dengan prinsip syariah.
Bennrk-bentuk penyaluran dana lainn)" )€ng melupakan kegiatan utarna bark
syariah seperti skemajual-bell atat "deferred ptryment sale " (Mwabahah\,pitarg
dengan pembayamn dimuka atau "infront payment sale" (Salam) da\ pij.nar'E
dengan pembayaran bertahap atau "purchase by order " (lstishna) danp\njanan
secara gadai "pawning" (rahn)belum ditetapkan secalajelas dalam perundang-
undangn.
c. Produkdan Jasa
Pengaturanjasa perbankan dalam UU Perbankan untuk bank umum adalah
memindalkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun unurk kepentingan nasabah
(Pasal 6 butir e), menerima pembeyamn dari tagihan at s srnatberha4adan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (Pasal 6 butir g), menyediakan tempal
untuk menyimpan barang dan surat berharga (Pasal 6 butir h), melakukan kegiatan
penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Pasal 6 butt i),
melakukan kegiatan anjak piutang usaha katu kedit, dan k€ialan wali arnanat (Pasal
6 butir l), melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak
berteqlangan dengan rmdang-undang ini dan peratuan perundangundangan yang
berlaku Gasal 6 butir n).
Pada dasamla kegiatanjasayang dilakukan oleh bark sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 6 butir e, g lL i, I, dan n adalah kegiatan 'angjuga lazim dilakukan oleh
ba* syariah. Dalam Pasal 6 butir I ditetapkan bah\ra bank dapat melakukan kegiaran
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kartu kredit yarg dapat membawa pengertian kredit sebagaimana umurnlya yang
mengandung bunga. Dengan demikian perlu kimnya ditetapkan secara tegas bahwa
kegiatan jasa te$cbut dilakukar tarpa mengandung hal-hal yarg dilarang oleh prinsip
syariah.
Demikian pula dcngan pengatuan untuk BPR Syariah ditenhrkan bahwa BPR
dilarang melakukan kegiatan tsaha dalarn valutaasing (Pasal l4butirb) atau melakukan
penyertaan modal (Pasal I4 butir c). Adanya ketentuan i i akan rancu dengan karakter
usalu bark syariah yang memiliki produk uta.rna perkongsian 'partnership, projecl
.financing participution (musyarukah) danmendukung kegiatanjual-beli valuta
asing " monq) chaqget (sial) dalam rangka mendukung pariwisatL perdagangan,
dan pelayanan umraMraji yang dewasa inisudah mulaidibutuhkan masyarakat di
kawasan luar kota di mana BPR Syariah berada.
d, Pengelolaan Bank
Dalam pengclolaril1 bank iniakan difokuskan kepada pclaksanaan batas
mak-simun fasilitas dana bank bagi pituk terkail dar tidak terkait. Sebagaimana diatur
pada tiu Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan
mengenai balis malsimum pemberial kredit alau pembiaya.: berdasa-rkM priDsip
syalriah, pemberianjarninan, penenpalan investasi surat berharga tau hal lain yLutg
serup4 yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminj am
yaig terkait, termasuk epada perusahaanperusahaandalam ke onrpokyang sama
dengan bank yang beriangkutan (?asal I I avat I ) batas malisimum lersebut ditetapkait
tidak bolch melebihi 30 % dari modalbanl (Pasal il ayat 2) dan maksimum l0 o/o
dari modal bank bagi pemegang salam yang menriliki l0 % atau lebih dari modal
disetor bark. anggota Dewan Komisaris. anggota Direki, keluarya pihak pemegang
saham, konisaris atau direksi, pejabat banl lainnya, dan perusahaan'perusalaan
1.ang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihat terkait ersebut (Pasal I I
ayat 3 dan 4).
Dengan adanya ketertuan batas maksimurn pemberian pembiayaan kepada
pihak terkait dengan bank (Pasal I I ayat 3 dan 4) tersebut maka akan membuka
kesempatan adanya diskriminasi atau refdedllng tcrhadap fasilius dana bank oleh
pengurus ba*. Dikai&an dengan prinsip syariah yang bemsaskan keadilai(guttue)
dan kejujwan (fairness) serta larangan menzlimi tcrhadap ihak lain maka adanya
pembukaan batas maksimum tenebut tidak sesuai dengan tuj uan bark syariah yang
ak n membentuk lembaga bank yang memiliki kedibilitas yang tinggi, amarah, dan
traisparan. Sebaiknya pengaturan fasilitas dana kepada pihak terkait tersebut tidal
diakomodir dalam bank syariah.
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V PENUTT'P
Mengingat kekhususan opemsionalnya dan keunggulan kompetitif dan
komparatifyang dimiliki serta memperhatikan hasil penelitian yang menunjukkan
tingginya hampan dan dukungan telhadap bank syariah, kerangka penganran yang
belum memadai, dukungan pemerinah yang kondusif, pernrmbuhan volume usaha
)aIIg pesa! perkembangan lembaga keuangan syariah intemasional, serta hasil kajian
perbandingan terhadap nega.ra-negara yang telah mempmktekkan perbankan Islam,
maka perbankan syariah membutuhkan ketentuan dalam tingkalan undang-undang
yang sesuai dengan karakterisik opemsionalnya-
Tujuan dari undang-undang tenebut adalah mendukrmg terwujudnya sistem
perbankan syariah yang selain patfi terhadap rinsip qrarialajuga dapat membedkan
jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati. Namun demikian, mengenai urgensi
pengaturan perbankan syariah dalam wdang-undang yang pedu dilihat bukan hanya
dari aspek keuangan saja tetapijuga implementasi ahlan tersebut dan memenuhi
rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif.
Ditinj au dari sisi syariah sebagai serangkaian orma agama yang bersifat
imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh
ajarannya secara menyeluru[ integral dan komprehensif, maka pelaksanaanrya h rus
tercerrnin dalam segala spek ehidupan temasuk dalarn aspek pembangunan ekonomi
termasuk industri perbankan. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum positifterkait
dengan implementasi pasal 29 IruD 1945 ke dalam kehidupan pq€konomian bangs4
negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi s€tiap aktivitas ekonomi yang
sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyamkat.
Dengan memperhatikan bahwa perba.nkan syariah ladonesia merupakan
bagian 1,ang tidak terpisahkan dari perekonomian global, maka lahimya bank syadah
di Indonesiajuga tidak terlepas dari penganh pBktik perbankan Islam di bebempa
negara. Dari pmktik pengaturan perbankan syariah di berbagai negara sepeni
Malaysi4 Pakistan, Sudan, Yordani4 dan Iran terbukti bahwa negaranegara te$ebut
telah memiliki peryatunn perber*an sJ€riah tqsendni setingkat undang-urdang dengan
tuj uan mendorong pertumbuhan dan pengembangan bank syadah yang sehar dan
sesuai dengan prinsip-prilsip sladah.
Substarsi yang perlu diatur dalam undang-undang perbankan syariah meliprti
tapi tidak terbatas pada perizinan, kepemilikan, bentuk badan hukum, struktur
organisasi dan manaj emerL permodalarLjenis k€giatan usah4 calopan rahasia banlq
penilaian kesehatan banlq pengwasan syariab, pasar keuangan, insulnerr p€sar uang
likuidasi, sar*si pidana serta isu-isu yang berkembang lairmya-
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perbankan
syariah memerlukan landasan hul-um yang kuat dalam bentuk undang-undang yang
lebih rinci tetapi flekibel dapat mengatur kepefiin atsernuastakholders.
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